
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN I"IA'A[.EITGiM

[OItlOR: 9 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH XABUPATEN IIIA'ALENGKA

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAI{JA DAERAH
KABUPATEil I'IA"'ALEI{GKA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT ruHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan pe{kembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi kebijakan umum APBD. keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja. keadaan
yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk p€mbiayaan dalam drun anggaran berjalan maka
perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 201U

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD lGbupaten Maj.alengka
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pimpinan DPRD Terhadap
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan
AnggEran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun Anggaran 2011 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur lawa
Barat maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lGbupaten Majalengka
Tahun Anggaran 2011.

Mengingat : .............................2
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Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

tlomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undanq-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tenEng Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-
Undang (Lembardn Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon€sia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Baflgunan (Lembaran llegara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
58. Tambahan Lembaran Negara Republik Irdonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentnng Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

4. UMang-Undar€ Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negard Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 129,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5.Undang-Undang"....-...........3
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5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
'l-indak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuangEn Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendahaman
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 t€ntang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesh Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21437)

sebagaimana telah bebempa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 llomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon€sia Nomor'18'14);

12.Undang-Undang..............4
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12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Peruvakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Irdonsia
Nomor 5049);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11), sebagaimana telah beberapakali dirubah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang
Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2fr)0 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran tlegara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 21028);

l2.Undang-Undang..............5
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
21416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2tXH tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralqat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan l€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah l'lomor 55 Tahun 2005 tentang Sistern Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

22. Peraturan Pemerintah llomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (tembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
KeuangEn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

24.Peraturan Pernerintah.....6
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24, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 ll,omor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

27. Peraturan Pernerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembamn Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4855);

28. Peraturan Pernerinbh Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 21614);

29, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Dmrah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah Kepada Der,Yan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan PenyelenggBraan
kmerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor ,1693);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propimi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47371:

3l.Peraturan Pemerintah.....7
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31. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

32. Peraturan Pemerintah l,lomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Ralvat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

35. Peraturan Pemerinbh Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan cubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 llomor
44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);

3T.Peraturan Pemerintah.....8
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37. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ltomor 5219);

40. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Milik Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barangpasa Pemerintah;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

42, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang AnggEran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

43, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

44.Peraturan Menteri....,,...9
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44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah. Penganggaran dan
Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD serta Tata cara Pengembalian TunjangEn Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional;

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

216. Peraturan Menteri Dalam Negeri I'lomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 t€nbng
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;

48, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2005
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembamn Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2005 Nomor I seri E);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten MajalenglG Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009
Nomor 2);

51. Peraturan Daerah lGbupaten Majalengka N,omor 5 Tahun 2009
tentang Penyeftaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lGbupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 5);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Mairlengka Tahun 2009 Nomor 10);
sebagBimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengl6 Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor l0 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan p€rsetujuan bersama........10
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s

Dengan persetujuan betrsama

DEWAN PERIIUAIGLAN RAKYAT DAERAH
KABT'PATEII ITIAJALEI{GKA

Dan

BUPATI MA]ALETIGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN. DAERAH TEI{TAI|G PERUBAHAN
AI{GGARAI{ PEIIDAPATA]T DAN BELAIf,'A
DAERAH KABUPATE]I TIIA]ALENGKA TAHUil
ANGGARAN 2011.

Pasal I

Perubahan Anggaran Pendapabn dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
dapat diuraikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapabn

1) semula

2) bertambah

Jumlah pendapatan
setelah perubahan

b. Behnja

1) semula

2) bertambah

jumlah belanja setelah perubahan

surplus/(defisit) setelah perubahan

Rp. 1.221.520.888.962,00

Rp. 53.209.628.664,13

Rp.t,27 4,7 30.5U.626,13

PA. L.245.947.LL7.284,7 5

Rp. 73.132.716.550.38

Rp. 1.319.079.833.835,13

Rp. (44.349.316.209,00)

c, Pembiayaan.............,,.11
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c. pembiayaan

a) penerimaan

1) semuh

2) bertambah/(berkurang)

jumlah penerimaan
setelah perubahan

b) pengeluaran

1) semula

2) bertambah/(berkurang)

jumlah pengeluaran
setelah perubahan

jumlah pembiayaan netto
setelah perubahan

Rp. 29.926.228.322,75

Ro. 22.423.087.886.25

Rp. s2.349.316.20:,.00

Rp. s.500.000.000,00

Rp. 2.500.000.000,00

Rp. 8.000.000.000,00

Rp. 214.349.316.209,0t)

Rp. 81.648.305.513,@

Rp. 9.176.768.236.57

Rp. 90.825.073,849,00

Rp. 941.901.649.269,00

Rp. 31.614.854.887.00

Rp. 973.516.504.156,00

12.Lain-lain pendapatan.....12

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal l terdiri dari :

a, Pendapatan asli daerah
1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan

b. Dana perimbangan

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah dana perimbangan
setelah perubahan
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c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 197.970.934.080,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.418.005.5210.56

lumlah lain{ain Rp. 210.388.939.620,56
pendapatan daerah yang sah
setelah Perubahan

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan

b.Retribusi daerah

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

lumlah retribusi daerah
setelah perubahan

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah lainlain
pendapaGn asli daerah yang sah
setelah perubahan

Rp. 9.900.000.000,@

Ro. 300.000,000.00

Rp. 10.200.000.000,00

Rp. 14.201.493.944,00

Rp. 3.039.544.000.00

Rp. l7.241.037.9.14,00

Rp. 5.301.377.669,00

Rp. (2.183.706.708.00)

Rp. 3.117.670.951,00

Rp. 52.245.434.000,00
Rp. 8.020.930.944.57

Rp. 60.266.364.9.14,57

(3).Dana perimbangan....13
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(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
darijenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah dana bagi hasil
setelah perubahan

b. Dana alokasi umum

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumhh dana alokasi umum
setehh perubahan

c. Dana alokasi khusus

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

lumlah dana alokasi khusus
setelah perubahan

L) Semula

2) Beftambah/(berkurang)

lumlah Hibah dari Pemerintah
setelah perubahan

b. Dana Darurat

1) Semula

2) Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan

Rp. 0,00

Rp. 0.00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0.00

Rp. 0,00

c.Belanja bagi hasi|........ 14

Rp. 90.999.579.559,00
Ro. 10.344.414.327.00

Rp. 101.343.993.996,00

Rp. 782.557.369.600,00

Rp. 21.281.640.550.00

Rp. 803.849.010.160,00

Rp. 68.334.700.000,00

Rp. (11.200.000.00)

Rp. 68.323.500.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat(l) huruf c terdiri darijenis pendapatan:

a, Pendapatan Hibah dari Pemerintah
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c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 32.530.793.000,00

2) Bettambah/(berkurang) R', 7.232.4LL.120,56

lumlah dana bagi hasil pajak Rp. 39.763.204.120,56
dari provinsi pada kabupaten
setelah perubahan

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 95.481.782.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.342.583.000,00

Jumlah penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 100.824.355.000,00
setelah perubahan

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

lumlah bantuan keuangan dari provinsi Rp. 69.801.370.500,00
atau pemerintah daerah lainnya
setelah perubahan

Paca! 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimakud dalam pasal l terdiri atas:

a. B€la nja-belanja tidak langsung
1) Semula

2) Bertambahl(berkurang)

Jumlah belanja tidak langsung
setelah perubahan

b. Belanja-belanja langsung

1) Semula

2) Bednmbah/(berkurang)

lumlah belanja langsung
setelah perubahan

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 59.958.359.080,00

Ro. (156.988.580.00)

Rp. 818.501.921.877,75

Rp. 26.376.866.641.13

Rp. 844.878.788.518,88

Rp. 427 . 445. t95. 4O7,OO

Ro. u16.755.849.909.00

Rp. 474.201.045.316,25

(2).Belanja Tidak Langsung..ls
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(2) B€lanja'ndak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

a) Belanja pegawai

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan

b) Belanja bunga

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja bunga
setelah perubahan

c) Belanja subsidi

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja subsidi
setelah perubahan

d) Belanja Hibah

1) Semula

2) Beftambahi(berkurang)

lumlah b€lanja hibah
setelah perubahan

e) Behnja Bantuan Sosial

1) Semula

2) Bertambahi(berkurang)

Jumlah belanja bantuan sosial
setelah perubahan

0,00

0,00

Rp.

Rp.

Rp. 7 40.521.692.458,7 5

Rp. 25.819.672.921,25

Rp. 766.341.365.380,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 0.00

Rp. 8.223.626.080,00

Rp. 2.323.200.020.00

Rp. 10.s46.826.100,00

Rp. 24.297.951.080,00

Ro. (1.803.075.,+49.12)

Rp. 22.494.875.630,88

0. Belania Bagi Hasi|..,.,.16
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0 Belanja bagi Hasil

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja bagi hasil
setelah perubahan

g) Belanja Bantuan Keuangan

1) Semuh

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan

h) Belanja 1-idak Terduga

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

lumlah belanja Udak terduga
setelah perubahan

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula

2) Bertambah/(berkumng)

Jumlah belanja barang dan jasa
setelah perubahan

t
Rp. 1.725.000.000,00

Ro. 155.559.800,00

Rp. 1.880.559.800,00

Rp. 43.233.652.259,00

Rp. (118.490.5s1,00)

Rp. 43.115.161.608,00

Rp. 500.000.000,00

Rp. 0.00

Rp. 500.000.000,00

pada ayat (1) huruf b terdiri dari

Rp. 73.271.092.356,00

Ro. 254.698.692,00

Rp. 73.525.791.048,00

Rp. 186.201.882.098.00

Ro, 10.418.705.895,25

Rp. 196.620.588.993,25

c. Belanja Modal............17
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Pasal 4

(1) Pembhyaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l terdiri dari :

a- Penerimaan

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah penerimaan setelah perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah pengeluaran setelah perubahan

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada
jenis pembiayaan

a, SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah SILPA setelah perubahan

c. Belanja Modal

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja modal
setelah perubahan

Rp. 167 .97 2.220.9s3,00

Rp. 36.082.444.322fi0

Rp. 204.054.555.275,00

Rp. 29.926.228.322,75

Rp. 22.423.087.886.25

Rp. 52.349.316.209,00

Rp. 5.500.000.000.00

Ro. 2.500.000.000.00

Rp. 8.000.000.000,00

ayat (1) huruf a terdiri dari

Rp.29.652.228.322,75

Rp. 22.423.087.886.25

Rp. 52.075.316.209,00

b. Penerimaan..-............18
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b. Penerimaan piutang daerah

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah penerimaan piutang daerah
setelah perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
jenis pembiayaan

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula

2) Beftambah/(berkurang)

Jumlah dana cadangan
setelah perubahan

Rp. 274.000.000,00

Rp. 0.00

Rp. 274.000.000,00

ayat (1) huruf b terdiri dari

Rp. 4.500.000.000.00

Ro. 0.00

Rp. 4.500.000.000,00

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula

2) Beftambah/(berkurang)

Rp. 1.000.000.000,00

Rp. 2.500.000.000.00

Rp. 0.00

Rp. 0.00

Rp. 0,00

Jumlahpenyertaanmodal(investasi) Rp. 3.500.000.000,00
setelah perubahan

Pembayaran Pokok utang

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah pembayaran pokok utang
setelah perubahan

Pasal 5...........................19
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Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang

terdiri dari :

1. lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi SKPD;

3. lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerinbhan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapituhsi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan KeGrpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran W Daftar Perubahan lurnlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

7. l-ampimn VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 5

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelakanaan
Perubahan APBD.

Pasal 7...........................20
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Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar s€Uap orang r€ngetahuinya, meltrerinEhkan pengundangEn Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Majalengka.

DiteEpkan di Majalengka
pada tanggal 18 November 2011

BUPAE }IA'ALEI{GKA,

CaPfltd

SUTRISNO

Diundangkan di tlaialengka
pada tanggal 18 lloveaber' 201'1

SEKRETARIS DAERAH
KABT'PATETI MA'ALET{GKA,

n
AUuit-

ADE RACHIIIATALI
LEMBAMN DAEMH KABUPATEN MA]ALENGKA TAHUN 2011 NOMOR 9


